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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja,
dan pembiayaan disusun secara terbuka dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat di
Daerah. Di dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang K euangan Negara diatur batas defisit APBD.
Setiap tahunnya dalam rangka pengendalian fiskal, Menteri Keuangan selaku Chief Finance Officer
memiliki kewenangan untuk menetapkan batas defisit APBD. Pada tahun anggaran 2018, sebanyak 10
provinsi mengalami pelampauan batas defisit APBD yang telah ditetapkan. Permasalahan yang diangkat
dalam penelitian ini adalah (1) dampak defisit APBD terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (2)
mekanisme pembiayaan terhadap defisit APBD, dan (3) tindakan Pemerintah Pusat dalam hal pelampauan
batas defisit APBD yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Metode Penelitian yang digunakan adalah
yuridis-normatif dan analisa data dilakukan secara deskriptif-analitis.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh (1) defisit APBD berdampak terhadap Penyertaan Modal (Investasi)
oleh Pemerintah Daerah yang tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah sehingga berkurangnya
Pendapatan Daerah, (2) pembiayaan atas defisit APBD dilakukan menggunakan SILPA (SisaLebih
Pembiayaan Anggaran) Tahun Sebelumnya, (3) Bentuk pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh
Pemerintah Pusat adalah dengan menunda menyalurkan dana perimbangan kepada Pemerintah Daerah
sebagal sanksi atas pelampauan defisit APBD. Adapun rekomendasi yang digjukan adalah dalam setiap
penyusuan APBD, Pemerintah Daerah dapat menggunakan skala prioritas dalam beban belanja pun
Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah
sehingga dapat menekan defisit APBD.

The Regional Budget Revenues and Expenditures (APBD) which consists of the revenues budget,
expenditure budget, and financing is prepared openly and is used for the greatest prosperity of the people in
each Region. In Law No. 17 of 2003 concerning State Finance, budget deficit limit is regulated. Every year,
in order to practice fiscal control, the Minister of Finance as the Chief Finance Officer has the authority to
set a budget deficit limit. In the 2018 budget year, atotal of 10 provinces experienced an exceedance of the
set budget deficit limit. The problemsraised in this study are (1) the impact of the APBD deficit on the
administration of Regional Government, (2) the financing mechanism for the APBD deficit, and (3) the
actions of the Central Government in terms of exceeding the regional budget deficit limit. The method used
to conduct the research of this thesis was juridical-normative, and the data analysisis done in a descriptive-
analytical manner.

From the research, the writer managed to obtain hereby results (1) the APBD deficit has an impact on Equity
Capital (Investment) by the Regional Government which cannot be done by the Regional Government and
therefore the Regional Income is reduced, (2) financing for the APBD deficit is done with SILPA (the
remaining excess of budget financing) from the Previous Y ear, (3) The form of control and supervision
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carried out by the Central Government is to delay the distribution of the balancing funds to the Regional
Government as a sanction for exceeding the APBD deficit. The recommendations that the writer propose are
in each preparation of APBD, the Regional Government could use a priority scale in the expenditure burden
and the Regional Government could optimize Original Regional Revenues in order to increase regional
revenues so to suppress APBD deficit.



